SALINAN

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI PATI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah  menyampaikan  Rancangan Perda  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang . . .



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang . . .



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

15. Peraturan . . .



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoenesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

23. Peraturan . . .



23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

29. Peraturan . . .



29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 16);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2019

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan :

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :

a.

o

o o

5o o

=t

Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 2. ..



Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Pendapatan Rp 2.838.881.396.181,00

Belanja Rp 2.156.608.822.527,00

Transfer Rp 713.651.580.703,00

Defisit Rp 31.379.007.049,00
Pembiayaan

1. Penerimaan Rp 252.593.286.161,00

2. Pengeluaran Rp 20.356.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp232.237.286.061,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  Rp200.858.279.012,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp17.998.333.819 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

setelah perubahan : Rp 2.856.879.730.000,00
2. Realisasi : Rp 2.838.881.396.181,00
Selisih kurang : Rp 17.998.333.819,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp218.025.281.473,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja

setelah Perubahan : Rp 2.374.634.104.000,00
2. Realisasi Belanja :Rp 2.156.608.822.527.,00
Selisih Lebih : Rp 218.025.281.473,00

Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp636.986.297,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Setelah perubahan : Rp 714.288.567.000,00
2. Realisasi : Rp 713.651.580.703,00
Selisih Lebih : Rp 636.986.297,00

d. Jumlah Anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit)

sejumlah Rp200.663.933.951,00 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Setelah perubahan : Rp (232.042.941.000,00)
2. Realisasi :Rp  (31.379.007.049,00)
Selisih kurang : Rp 200.663.933.951,00

e. Selisih . . .



e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp194.345.061,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Setelah Perubahan : Rp 252.398.941.000,00
2. Realisasi : Rp 252.593.286.061,00
Selisih Kurang : Rp 194.345.061,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Setelah Perubahan : Rp 20.356.000.000,00
2. Realisasi : Rp 20.356.000.000,00
Selisih : Rp 0,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

sejumlah Rp194.345.061,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Setelah Perubahan : Rp 232.042.941.000,00

2. Realisasi : Rp 232.237.286.061,00

Selisih Lebih : Rp 194.345.061,00
Pasal 4

Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun

2019 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset : Rp 6.439.754.615.979,58
b. Jumlah Kewajiban : Rp 15.930.310.780,00
c. Jumlah Ekuitas : Rp 6.423.824.305.199,58

d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas : Rp 6.439.754.615.979,58

Pasal 5

Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, Saldo Akhir Kas pada tanggal 31 Desember Tahun
2019 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah
Rp200.858.279.012,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Saldo Kas awal

per 1 Januari tahun 2019 : Rp 252.398.941.500,00
b. Arus kas dari aktifitas operasi :Rp 372.814.989.000,00

c. Arus . ..



Arus kas dari aktifitas investasi
Arus kas dari aktifitas pendanaan
Arus kas dari aktifitas transitoris
Kenaikan/Penurunan Kas

Saldo akhir kas

per 31 Desember 2019

Pasal 6

: Rp (424.549.996.049,00)

. Rp 198.229.682,00
. Rp (3.885.121,00)
: Rp (51.540.662.488,00)

: Rp 200.858.279.012,00

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2019 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Pendapatan

Beban

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan
Operasional

Surplus /(Defisit dari Kegiatan
Non Operasional

Surplus/ (Defisit) sebelum Pos
Luar Biasa

Pos Luar Biasa

Surplus/ (Defisit)-LO

Pasal 7

Rp 2.489.786.923.781,94
Rp 2.276.418.466.658.44

Rp 213.368.457.123,50

Rp 35.427.979.500,75

Rp 0,00
Rp 0,00

Rp 248.796.436.624,25

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan tahun yang

berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.

b.

Saldo Anggaran Lebih Awal

:Rp 252.398.941.500,00

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih: Rp 252.395.056.379,00

Sub Total

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sub Total

Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya

Saldo Anggaran Lebih Akhir

: Rp 3.885.121,00
:Rp_200.858.279.012,00
:Rp 200.862.164.133,00

: Rp (3.885.121,00)

:Rp 200.858.279.012,00

Pasal 8 . ..
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Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31
Desember 2019 sebagai berikut :

a. EkuitasAwal :Rp.6.175.651.450.903,96

b. Surplus/(defisit)-LO :Rp. 248.796.436.624,25

c. Kebijakan Kesalahan Mendasar : Rp. (623.582.328,63)

Ekuitas Akhir : Rp6.423.824.305.199,58
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

2. Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan,;

3. Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

4. Lampiran [.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan  pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan Negara;

b. Lampiran II . . .
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Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Inventasi)
Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan

BUMD /Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
lebih

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah  sebagai rincian lanjut  dari

Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
/ “KEPAIABAGIAN HUKUM

1wy /

- SITLSUBIATI, SH MM
~_ A Pembifa Tingkat |
NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(1-110/2020)



II.

-13-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019

UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang
telah dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
merupakan kerangka hukum dan kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam
Pasal 32 mengamanatkan bahwa  bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan
tersebut menggunakan basis akrual.

Prinsip Akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu
urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas,
besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan

suatu Urusan Pemerintahan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . ..



Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 139



